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Puji syukur praktikan panjatkan kehadirat kepada Allah SWT, berkat 
hidayah dan rahmat-NYA sehingga penyususnan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara selesai dengan waktunya yang telah ditetapkan. Sebagai salah 
satu persyaratan untuk kelulusan Diploma III Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk 
menambah pemahaman, wawasan, serta dapat mengimplementasikan 
ilmu yang diberikan dari kuliah ke dunia kerja sesungguhnya melalui 
Praktek Kerja Lapangan. Dengan begitu penulis jadi tau bagaimana 
lingkungan kerja, atura, serta tata krama yang berlaku di tempat Praktik 
Kerja Lapangan selama 2 bulan. Dalam waktu tersebut saya diberikan 
kesempatan untuk melakukan pengamatan dan pekerjaan serta mengambil 
bagian dari beberapa aktivitas pekerjaan di Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara. 
Dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini saya 
tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. 
Untuk itu saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, serta 
kelancaran dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 
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2. Bapak Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Uniersitas Negeri Jakarta. 
3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, S.E, M.Si, Ak selaku ketua Program Studi 
D III Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dan selaku dosen 
pembimbing akademik. 
4. Ibu Yunika Murdayanti S.E, M.Si, M.Ak selaku dosen pembimbing 
laporan Praktek Kerja Lapangan. 
5. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Prodi Akuntansi 
Universtas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat, serta membantu praktikan dalam mengurus segala 
kebutuhan administrasi dan birokrasi dalam menyusun Laporan 
Praktek Kerja Lapangan ini. 
6. Pimpinan dan seluruh staf Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
bagian sub akuntansi yang telah memberikan kesempatan,ilmu yang 
bermanfaat, dan pengalaman yang berharga kepada praktikan 
selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 
7. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu mendukung dan 
mendoakan praktikan selama mengerjakan Praktek Kerja Laporan 
hingga penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 
8. Seluruh teman teman D3 Akuntansi yang selalu memberikan 
semangat, dukungan, doa, waktu, dan memberikan pendapat serta 
pemikiran untuk membantu penyusunan Laporan Praktek Kerja 
Lapangan ini hingga selesai. 
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9. Andreansyah Abda Majid sebagai teman terbaik saya yang telah 
memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan semangat lebih kepada 
praktikan untuk menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan 
yang pernah hilang sebelumnya. 
Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Laporan 
Praktek Kerja Lapangan ini, mengingat kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman praktikan selama Praktek Kerja Lapangan. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang membangun sangat praktikan harapkan. Akhir kata 
praktikan berharap semoga laporan ini menjadi paduan dan bermanfaat 
bagi masyarakat khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi 
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A. Latar Belakang 
 Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 
selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman 
dan perkembangan cara berfikir manusia. Begitu juga dengan pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada ekspansi jangka panjang dalam 
potensi produktif ekonomi untuk kepuasan individu dalam masyarakat. 
Perekonomian suatu Negara memiliki dampak positif pada pendapatan nasional dan 
tingkat pekerjaan yang selanjutnya menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya 
adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Menurut Hasibuan (2003), 
Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik 
yang dimiliki oleh suatu individu. Sumber Daya Manusia penentu paling penting 
dari pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Kriteria kualitas Sumber Daya 
Manusia seperti keterampilan, kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan. 
 Sumber Daya Alam menurut Suryanegara (1997) mengatakan bahwa 
Sumber Daya Alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati 
yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannnya guna untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup. Kedua faktor tersebut saling berkaitan satu 





mahasiswa dapat menjadi Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya serta 
memiliki moral terhadap perlakuan pada pengelolaan Sumber Daya Alam. 
 Begitu pula dengan perkembangan ilmu akuntansi pada sektor pemerintah 
yang mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahun. Akuntansi 
pemerintah sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan menggunakan aturan 
Belanda yang dikelola berdasarkan Indonesische Comptabiliteitswet dimana bentuk 
akuntanbilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. 
Perkembangan akuntansi pemerintah tidak secepat akuntansi bisnis di karenakan 
krakteristik tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan 
masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besar 
dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas 
keuangan sebagai wujud transparasi keuangan dalam pemerintah. Oleh sebab itu 
sebagai Sumber Daya Manusia dituntut untuk mengembangkan keterampilan pada 
ilmu akuntansi pemerintah. 
 Dalam mengembangkan keterampilan serta kemampuan pada mahasiswa, 
Perguruan Tinggi mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Praktek Kerja 
Lapangan merupakan penerapan praktik awal oleh mahasiswa untuk 
mengimplementasikan langsung di dunia kerja yang bertujuan mengembangkan 
ilmu yang telah didapat di bangku kuliah. Dalam segi interaksi, PKL juga 
bermanfaat kepada mahasiswa terhadap lingkungannya dan mahasiswa juga dapat 





 Dengan adanya praktik ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan 
softskill yang dimilikinya serta mampu bersaing di dunia kerja. PKL ini bertujuan 
untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas kerja tinggi dan 
unggul di bidangnya, baik dari segi ilmu teori maupun keterampilannya dan juga 
memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika organisasi berdasarkan 
permasalahan yang ada. PKL ini sekaligus untuk mencari kemampuan dasar apa 
yang sebenarnya diinginkan di dunia kerja.  
 Dalam kesempatan PKL ini praktikan memilih tempat PKL di Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba). Ditjen Minerba merupakan unsur 
pelaksana pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Republik Indonesia. Bagian ini mempunyai peranan penting untuk 
menambah pengetahuan lebih mendalam terhadap akuntansi pada pemerintahan 
(BUMN) serta melatih analisis untuk melihat realita dunia kerja setelah lulus nanti. 
 Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan 
PKL yang kemudian disusul dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan karya 
ilmiah sebagai syarat kelulusan program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud dari PKL, diantaranya : 
a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan D3 Akuntansi Fakultas 





b. Memberikan gambaran dan pengalaman baru bagi mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata; 
c. Menyiapkan mental praktikan sebagai calon tenaga kerja 
profesional dalam menghadapi persaingan di dunia kerja; 
d. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di 
dunia kerja yaitu tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa 
dan melatih dalam pengambilan keputusan 
e. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang 
praktikan dapat di bangku perkuliahan, khususnya dalam bidang 
akuntansi pemerintahan. 
 
2. Tujuan dari PKL, diantaranya : 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 
dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa; 
b. Menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan 
akan dunia kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah; 
c. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh praktikan selama 
perkuliahan dengan mempraktikannya secara langsung; 
d. Menyiapkan lulusan yang berkompeten sehingga dapat bersaing 
dalam dunia kerja; 
e. Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk dapat 
mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, mandiri, kreatif, 





C. Kegunaan PKL 
 Adapun kegunaan PKL tersebut bagi mahasiswa, perguruan 
tinggi, dan perusahaan diantara lainnya : 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan 
mengimplementasikannya secara langsung; 
b. Meningkatkan wawasan, keterampilan, kreativitas, dan inisiatif yang 
dimiliki mahasiswa; 
c. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang 
akuntansi pemerintah; 
d. Menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih mental mahasiswa agar 
memiliki mental yang kuat dalam dunia kerja. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instasi yang terkait; 
b. Membangun kerja sama dengan perusahaan sehingga perguruan tinggi 
lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha; 
c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu ekonomi 
yang di dapat selama perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia 
kerja; 
d. Menjadikan gambaran dari pihak eksternal tentang kemampuan dan 





mahasiswa proses pembelajaran yang diberikan selama duduk di bangku 
perkuliahan. 
 
3. Bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
a. Mahasiswa dapat membantu pekerjaan operasional karyawan terkait; 
b. Sebagai sarana memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan di 
dalam dunia kerja; 
c. Menjalin hubungan baik antara perusahaan atau instansi dengan 
perguruan tinggi; 
d. Dapat mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai 
dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. 
 
D. Tempat PKL 
 Praktikan melaksanakan PKL di instansi pemerintah yang bergerak 
di bidang sumber daya mineral dan batubara. Tempat dan waktu 
pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut : 
1. Tempat 
Nama Perusahaan : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
Alamat    : Jalan Prof. DR. Soepomo, SH No 10 Jakarta 12870 
Telepon   : (021) 8295608 
Faximile   : (021) 8297642 
Email    : djm@minerba.esdm.go.id 





2. Waktu   : 02 Juli s.d. 31 Agustus 2018 
3. Bagian   : Sub Bagian Akuntansi  
4. Jadwal   : Senin s.d. Kamis 07:30-16:00 
     Jumat 07:30-16:30 
 
Alasan memilih Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jakarta 
menjadi tempat PKL praktikan karena : 
1. Praktik ingin mempelajari pengaplikasian ilmu akuntansi pemerintahan dan 
proses pengolahan dari tahap pelaporan; 
2. Praktkan ingin mengetahui lebih tentang sistem yang digunakan dalam 
proses pengolahan data pada akuntansi pemerintah. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
 Pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh praktikan mengacu 
kepada pedoman Pelaksanaa PKL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta di mulai dari tanggal 02 Juli dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 
2018. Berikut adalah perincian tahapan pelaksanaan PKL. 
 
1. Tahap Persiapan 
Seeblum melaksanaan PKL, praktikan melakukan persiapan dengan 
mencari perusahaan-perusahaan yang diminati sebagai pelaksanaan 
tempat PKL. Selain perusahaan komersial praktikan juga memilih 
beberapa instansi pemerintah di sekitar Jakarta. Dari beberpa 





menerima mahasiswa untuk PKL. Selanjutnya praktikan mengajukan 
surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik Kemahasiswaan 
dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang di tujukan untuk 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada bulan Juni. Setelah ada 
kesepakatan PKL di mulai pada tanggal 02 Juli 2018. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melakukan PKL di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
pada tanggal 02 Juli sampai 31 Agustus 2018. Praktik melakukan 
pekerjaaan di mulai hari Senin sampai Jumat di mulai pukul 07:30 WIB 
Sampai dengan pukul 16:00 WIB dan waktu istirahat pukul 12:00 WIB 
sampai dengan pukul 13:00 WIB kecua;i hari Jumat sampai pukul 1330 
dan pulang kerja di hari Jumat pukul 16:30 WIB. 
 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL unyuk menyelesaikan mata kuliah 
PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan 
laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan September – 
November 2018. Penulisan di mulai dengan mencari data-data yang 
dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data-data tersebut diolah 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah 
1. Sejarah Umum 
Jawatan tambang dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 
September 1945 merupakan lembaga pertama yang menangani pertambangan 
di Indonesia. Mulanya, Jawatan ini bernama Chisitsu Chosajo yang bernaung 
dibawah kementrian kemakmuran. Berdasarkan SK Mentri Perekonomian 
No. 2360a/M tahuN 1952, Jawatan dan Geologi yang pada saat itu berada 
dibawah kementrian perindustrian, diubah menjadi Direktorat Pertambangan 
yang terdiri atas Pusat Jawatan pertambangan dan Pusat Jawatan Geologi. 
Kemudian Kementrian Perekonomian yang didasari oleh Keppres No 131 
Tahun 1957 dipecah menjadi Kementrian Perdagangan dan Kementrian 
Perindustrian. Berdasarkan SK Mentri Perindustrian No 4247a/M tahun 
1957, pusat-pusat dibawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi 
Jawatan pertambangan dan jawatan Geologi. 
Kementrian perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian 
Dasar / Pertambangan dan Departemen perindustrian rakyat. Pada tahun 1959 
dimana Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan membawahi 
bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Tahun 1961, Pemerintah 
membentuk Biro Minyak dan Gas Bumi yang berada dibawah Departemen 





Pertambangan yang semula merupakan pusat-pusat dibawah Direktorat 
Pertambangan diubah menjadi Direktorat Geologi dan Direktorat 
Pertambangan pada tahun 1962. Biro minyak dan gas bumi yang semula 
berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan 
kemudian diubah pada tahun 1963 mejadi Direktorat Minyak dan Gas Bumi 
yang berada dibawah kewenangan pembantu Mentri Urusan Pertambangan 
dan perusahaan-perusahaan Tambang Negara. 
Tahun 1965 Departemen Perindustrian Dasat / Pertambangan dipecah 
menjadi 3 Departemen yakni Departemen Perindustrian Dasar, Departemen 
Pertambangan, dan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. Ditahun yang 
sama pada 11 Juni, Mentri Urusan Minyak dan Gas Bumi menetapkan 
berdirinya Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Kemudian 
Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur pada tahun 1966 menjadi 
kementrian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak 
dan Gas Bumi. Pada tahun 1966 dalam kabinet Ampera, Departemen Minyak 
dan Gas Bumi beserta Departemen pertambangan dilebur menjadi 
Departemen Pertambangan. Departemen Pertambangan berubah kembali 
menjadi Departemen Pertambangan dan Energi pada tahun 1978. Selang 28 
tahun Departemen Pertambangan dan Enegri kembali berubah menjadi 
Departemen Energi Sumber Daya Mineral. Ditahun 2009, sesuai Perpres 







2. Visi dan Misi 
a. Visi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
“Terwujudnya ketahana dan kemandirian energi batubara, peningkatan 
nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” 
b. Misi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
1) Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri; 
2) Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi 
batubara; 
3) Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam 
pengelolaan mineral dan batubara; 
4) Meningkatkan nilai tambah mineral 
5) Meingkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan 
pengendalian kegiatan pertambangan serta berdaya guna, berhasil 
guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
 
3. Nilai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
a. Jujur 
Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh 









Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas 
atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen 
yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu 
melihat perkembangan jauh ke depan; 
c. Melayani 
Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku 
kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, 
simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan 
internal dan publik. 
d. Inovatif 
Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide 
baru yang bermanfaat, mampu membuka solusi alternatif dalam pekerjaan 
untuk mempercepat tercapainya target kinerja. 
e. Berarti 
Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberikan manfaat 
bagi diri sendiri, orang lain, Kementrian ESDM, Masyarakat, bangsa dan 
negara, sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, 
dan memecahkan masalah. 
4. Program Kerja 
a. Tujuan 






2) Terlaksananya peningkatan investasi sub sektor Minerba; 
3) Terlaksanya peran penting sub sektor Minerba dalam penerimaan 
Negara; 
4) Terlaksananya peningkatan peran sub sektor Minerba dalam 
pembangunan daerah; 
5) Terlaksananya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan. 
 
b. Sasarn 
1) Meningkatkan kemampuan pasokan energi untuk domestik; 
2) Meningkatkan investasi sub sektor pertambangan umum (Mineral dan 
Batubara); 
3) Terwujudnya peran sub sektor pertambangan umum (Mineral dan 
Batubara) 
4) Terwujudnya peningkatan peran sub sektor pertambangan umum 
dalam pembangunan umum; 
5) Terwujudnya pemberdayaan nasional; 
6) Terwujudnya penerapan tenaga kerja; 
7) Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang 
memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan. 
 
5. Kebjikan 
a. Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk 





b. Memberikan kepastian dan transparasi di dalam kegiatan 
pertambangan (Regulasi pendkung UU Minerba, Sanksi 
pelanggaran ketentuan, dll); 
c. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan; 
d. Mendorong peningkatan investasi dalam Peneriamaan Negara; 
e. Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil 
tambang (a.l. Pengolahan, pemurnian, local content, lolcal 
expenditure, tenaga kerja dan CSR); 
f. Mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan, termasuk reklamasi dan pasca tambang. 
 
6. Penghargaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengadakan penyerahan 
Penghargaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pertama kali 
pada tahun 1992 dengan fokus pada Pengelolaan Keselamatam 
Pertambangan, lalu pada tahun 2004 ditambah dengan penghargaan pada 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan. Pada tahun 2018 terdapat 
penghargaan baru yakni pada Pengelolaan Usaha Jasa Pertambanga. 
Penyerahaan penghargaan Prestasi Pengelolaan Pertambangan 
Mineral dan Batubara diadakan rutin setiap tahunnya. Terdapat 3 kategori 
penghargaan yakni, Pengelolaan Pertambangan dan Batubara tahun 2018, 





2018, dan Penghargaan Pengelolaan Jasa Pertambangan Mineral dan 
Batubara tahun 2018. 
Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang melibatkan para 
Inspektur dan para Tenaga Ahli yang berasal dari Fakultas Kesehatan 
Masyarakat UI, Pusat Studi Ilmu Lingkungan UI, Fakultas Teknik 
Pertambangan dan Perminyakan ITB, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 
ITB, Fakultas Kehutanan IPB, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya 
Lahan IPB, Pusat Studi Reklamasi Tambang IPB, dan South East Asian 
Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP). Dari penelitian yang 
dilakukan dengan proses yang panjang dan komprehensif, maka tiap-tiap 
perusahaan yang dinilai akan mendapatkan Trophi penghargaan dan piagam 
penghargaan. Piagam Penghargaan sendiri terdiri atas piagam Aditama 
(emas), Piagam Utama (Perak), dan piagam Pratama (Perunggu). 
Adapun peraih Trophi dan piagram penghargaan dari tiap kategori 
penghargaan sebagai berikut : 
a.   Pengahargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan 
Batubara tahun 2018 diberikan kepada 54 Perusahaan tambang 
diantaranya adalah : 
1. PT. Adaro Indonesia 
2. PT. Sago Prima Pratama 
3. PT. Saptaindra Sejati Site 
4. PT. Vale Indonesia, Tbk Tambang Sorowako 





6. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara 
7. PT. Antang Gunung Meratus 
8. PT. Borneo Indonesia 
9. PT. Firman Ketaun Perkasa 
10. PT. Mahakam Sumber Jaya, Dll 
 
b. Penghargaan Pengelolaan Lingkungan dan Batubara tahun 2018 
diberikan kepada 50 Perusahaan diantaranya adalah  : 
1. PT. Vale Indonesia, Tbk Tambang Sorowako 
2. PT. Kaltim Prima Coal 
3. PT. ANTAM, Tbl Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor 
4. PT. Tambang Tondano Nusajaya 
5. PT. J Resource Bolaang Mongdow 
6. PT. Meares Soputan Mining 
7. PT. Kasongan Bumi Kencana 
8. PT. Berau Coal 
9. PT. Tambang Damai 
10. PT. Tanito Harum Dll 
 
c. Penghargaan Pengelolaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara 
tahun 2018 diberikan kepada : 
1.  PT. Altek Primindo 





3. PT. Adaro Indonesia 
4. PT. Redpath Indonesia site PT. Freeport Indonesia 
5. PT. Saptaindra Sejati 
6. PT. Dahana 
7. PT. Pamapersada Nusantara site PT. Adaro Indonesia 
8. PT. Refindo Intiselaras Indonesia 
9. PT. Jasa Power Indonesia site PT Adaro Indonesia. Dll 
 













Gambar : II.1 Struktur Organisasi.  






Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 mengamatkan “Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak harus dikuasai oleh negara dan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 setiap unit utama 
di lingkungan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral telah menyusun 
rencana kerja termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara. Menurut peraturan Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang 
Kementrain Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
mineral dan batubara. Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing bagian 
struktur organisasi tersebut : 
 
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 
Menurut peraturan Mentri ESDM No. 13 Tahun 2016 pasal 351 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. 
Adapun fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 





lingkungan, danpembangunan sarana dan prasarana tertentu serta 
pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan 
batubara sesuai dengan peraturan perundang-undang; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 
pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 
lingkungan, danpembangunan sarana dan prasarana tertentu serta 
pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor mineral dan 
batubara sesuai dengan peraturan perundang-undang; 
c. Penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, 
keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, danpembangunan sarana 
dan prasarana tertentu serta pengelolaan penerimaan Negara bukan 
pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-
undang; 
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, 
keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, danpembangunan sarana 
dan prasarana tertentu serta pengelolaan penerimaan Negara bukan 
pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-
undang; 
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, 
pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, 





tertentu serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor 
mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undang; 
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Mentri. 
 
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
Berdasarkan Peraturan Mentri ESDM No. 13 Tahun 2016 
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Adapun fungsinya sebagai 
berikut : 
a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara; 
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan 
akuntanbilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengolahan sistem informasi; 
c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, 
pengadaan barang/jasa serta akuntansi dan pertanggung jawaban 
keuangan; 
d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan undang-undang, 






e. Pengelolaan urusan ketatausahaa, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen 
perubahan. 
 
3. Bagian Rencana dan Laporan 
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, 
pengelolaan kerjasama, penyusunan laporan akuntanbilitas, dan evaluasi 
kinerja, serta pengelolaan sistem informasi. Adapun fungsinya sebagai 
berikut : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 
anggaran; 
b. Pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan 
c. Penyiapan bahan evaluasi dal laporan serta penyusunan akuntanbilitas 
kinerja serta pengelolaan kerja sama. 
 
4.  Bagian Keuangan 
Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi. Adapun 
fungsinya sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; 
b. Pengelolaan administrasi barang milik negara; dan 





Bagian keuangan terdiri atas : 
a. Sub bagian Perbendaharaan; 
Mempunyai tugas melakukan urusan pembendaharaan 
b. Sub bagian Kekayaan Negara; 
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi barang milik 
Negara. 
c. Sub bagian Akuntansi 
Mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan. 
 
5. Bagian Hukum 
Bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi dan perancangan peraturan perundang undangan, informasi 
hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan 
masyarakat. Adapun fungsinya sebagai beikut : 
a. Penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi, dan perancangan 
peraturan perundang-undang dan kontrak kerja sama; 
b. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan 









6. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 
Bagian Umum, kepegawaian, dan organisasi mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, 
pengelolaan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, serta pelaksanaan 
manajemen perubahan. Adapun fungsinya sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; 
b. Perencanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan 
kerumahtangggan; dan 
c. Pengelolaan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, serta pelaksanaan 
manajemen perubahan. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 
menimbang bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang 
merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak, dan 
gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam meberikan nilai 
tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan 
pembangunan daerah secara berkelanjutan. 
Dalam rangka meningkatkan kontribusi sub sektor mineral dan 
batubara perekonomian nasional, Ditjen Minerba menetapkan beberapa 
arah kebijakan dalam pengembangan sektor pengembangan, diantaranya : 
(1) melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk 





kegiatan pertambangan; (3) melaksanakan peningkatan pengawasan dan 
pembinaan; (4) mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara; 
(5) mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang; 
(6) mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang. 
Peran sub sektor mineral dan batubara untuk mewujudkan 
pembangunan nasional di implementasikan denga four track strategy yaitu 
: Pro Poor terkait dengan Coorporate Social Responbility (CSR) dan 
pemberdayaan masyarakat. Pro Job terkait dengan ketenagakerjaan yang 
mengutamakan penduduk lokal. Pro Growth terkait dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya penerimaan negara, investasi, 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Pada saat melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dalam waktu kurang lebih 2 bulan terhitung dari 02 Juli 2018 – 31 Agustus 
2018 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, praktikan ditempatkan 
pada sub bagian Akuntansi. Praktikan bertugas untuk membantu senior 
sub akuntansi untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan piutang.  
Bidang kerja yang dilakukan praktikan selama melakukan Praktik Kerja 
Lapangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah sebagai 
berikut : 
1. Meng-input keterangan Piutang Bulan Mei 2018 dari SIMPONI                  
( Sistem Informasi PNBP Online) 
2. Melakukan pemeriksaan saldo Piutang PNBP audited BPK          
(Badan Pemeriksa Keuangan) 
3. Melakukan pemeriksaan surat tagih PNBP berdasarkan nomor surat 
pada saat rekonsiliasi 




B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan kerja di Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, praktikan harus memahami akuntansi pemerintah dan alur kerja 
yang diberikan. Praktikan dituntut untuk memiliki ketelitian dan 
pemahaman yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. 
Praktik kerja lapangan dimulai pada tanggal 02 Juli sampai 31 
Agustus 2018. Pada hari pertama kerja praktikan dikenalkan dengan Ibu 
Fitri selaku kepala sub bagian akuntansi sekaligus karyawannya. Selain itu 
Ibu Fitri menjelaskan mengenai peraturan yang berlaku di Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara yang harus diikuti praktikan selama Praktik 
Kerja Lapangan. 
Selama Pelaksanaakan PKL, praktikan dibimbing dalam proses 
pengerjaan. Berikut adalah penjabaran masing-masing pekerjaan yang 
dilakukan praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
 
1. Mengi-input Keterangan Piutang bulan Mei 2018 dari SIMPONI 
(Sistem Informasi PNBP Online) 
SIMPONI merupakan sistem billing yang dikelola oleh 
Direktorat Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran atau 
penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan 
non anggaran. Dengan adanya SIMPONI dapat membantu Kementrian 
atau Lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti melihat bukti 




tagihan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk merekap bukti PNBP 
perusahaan khusunya perusahaan tambang bahwa perusahaan tersebut 
telah membayar tagihan. Praktikan diberikan Dokumen SIMPONI MEI 
dalam bentuk Ms. Excel yang berisikan nama perusahaan beserta kode 
billing tagihan. Berikut tahap-tahap dalam pengerjaan : 
a) Login, hal yang dilakukan pertama kali adalah membuka web 
SIMPONI Kemenkeu yaitu http://simponi.kemenkeu.go.id/ 
kemudian login menggunakan ID serta password karyawan sub 
akuntansi yang telah mempunyai akun agar dapat mengakses. 
b) Setelah login pilih menu billing, lalu klik Sda Non Migas dan klik 
history billing (Non Migas) 
c) Masukan kode billing yang terdapat di Ms. Excel pada kolom History 
billing SDA Non Migas.  Pada kali ini praktikan memasukan kode 
billing pada perusahaan PT. Borneo Indobara dengan kode billing 
820180426471324. 
d) Setelah itu akan muncul nama wajib bayar setor, kode billing, tanggal 
bayar, mata uang, jumlah uang, serta status sudah bayar, lalu klik 
cetak. 
e) Setelah klik cetak maka akan muncul bukti Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang berisikan mengenai data pembayaran tagihan dan 
detail pembayaran tagihan. Data pembayaran berisikan tentang nama 




sebagainya. Pada detail pembayaran tagihan terdapat jumlah setoran 
beserta keterangan. 
f) Lalu copy tulisan pada bagian keterangan di detail pembayaran 
tagihan. Pada PT. Borneo Indobara terdapat keterangan berupa 
pelunasan royalti dan pelunasan PHT. 
g) Selanjutnya praktikan meng-input keterangan tersebut ke dokumen 
SIMPONI Mei. Lakukan pekerjaan tersebut hingga tagihan pada 
bulan Mei selesai. 
h) Setelah meng-input keterangan tagihan tersebut selajutnya akan di 
simpan serta di serahkan kepada pembimbing untuk di arsipkan. 
Hal ini berguna untuk mengklasifikasikan data pembayaran iuran 
tetap, pembayaran PHT (Penjualan Hasil Tambang) dan Rolayti. 
Adapun jenis kewajiban PNBP SDA Pertamabangan Mineral dan 
Batubara seperti : (1) Iuran Tetap adalah iuran yang diterima Negara 
sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi 
atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja; (2) Iuran Produksi / 
Royalti adalah Iuran Produksi pemegang kuasa usaha pertambangan 
atas hasil dari kesempatan eksplorasi atau eksploitasi; (3) Penjualan 
Hasil Tambang dihitung berdasarkan setoran Dana Hasil Penjualan 







2. Melakukan pemeriksaan saldo Piutang PNBP audited BPK (Badan 
Pemeriksa Keuangan) 
Pada pekerjaan ini praktikan melakukan pemeriksaan kesesuaian  
saldo piutang dengan cara mencocokan saldo piutang PNBP audit BPK 
pada 30 April 2018 yang telah dipindahkan pada tanggal 1 Mei 2018. 
Hal ini untuk mengoreksi saldo piutang Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara dengan saldo piutang yang di audit oleh BPK (Badan 
Pemeriksa Keuangan) agar tidak terjadi kesalahan. 
Penerimaan Negara terbagi mejadi 2 jenis penerimaan, yaitu 
penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak 
berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu pengelompokan PNBP 
dalam UU diantaranya adalah penerimaan dari pemanfaatan Sumber 
Daya Alam. 
Praktikan diberikan dua buah soft data dalam bentuk M.s Excel yang 
masing-masing data tersebut memiliki nama data yaitu Kertas kerja 
Piutang Auditedi 2018 dan Laporan Piutang PNBP semester 1 Koreksi 
Wita 2. Berikut langkah-langkah dalam pekerjaannya : 
a) membuka Ms. Excel pada kertas kerja piutang audited 2018 dan 




b) Lihat pada bagian saldo piutang audited BPK dari masing-masing 
kertas kerja maupun laporan piutang PNBP Semester 1 Koreksi 
Wita. 
c) Terdapat kolom iuran tetap dan royalti dengan satuan mata uang 
rupiah dan dollar. 
d) Lalu praktikan melakukan kesesuaian mengenai saldo pada kedua 
data tersebut. Pada kedua data tersebut terdapat beberapa perusahaan 
yang mempunyai tagihan tidak hanya satu saja. Pada kertas kerja 
piutang audited 2018 perusahaan Abadi Ogan Cemerlang terdapat 2 
tagihan. Tagihan pertama pada iuran tetap sebesar Rp. 10.962.000 
dan $ 3.726,50. Dan pada tagihan kedua pada iuran tetap sebesar Rp. 
67.599.000 dan $ 628,48. Lalu praktikan melakukan pencocokan 
yang tertera pada data Laporan Piutang PNBP Semester 1 Koreksi 
Wita. 
e) Pastikan saldo piutang sudah cocok antara kedua data tersebut, jika 
terjadi selisih nominal maka praktikan akan menandai kesalahan 
dengan menandakan tada merah. 
f) Setelah melakukan kesesuaian antara kertas kerja piutang audited 
2018 dengan Laporan Piutang PNBP Semester 1 Wita, data tersbut 
disave lalu di berikan kepada pembimbing untuk diperiksa kembali 





3. Melakukan pemeriksaan surat tagih PNBP berdasarkan nomor 
surat pada saat rekonsiliasi 
Menurut UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, Surat Tagihan PNBP adalah surat atau dokumen yang digunakan 
untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun 
sanksi administratif berupa denda. Pemeriksaan PNBP merupakan 
kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan 
keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas 
kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan 
perundang-undang di bidang PNBP. 
Dokumen yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan ini adalah 
data Worksheet Rekap Pencatatan surat tagih 2018 yang berbentuk Ms. 
Excel dan satu folder Surat tagih PNBP. Berikut langkah-langkah dalam 
pengerjaannya : 
a) Praktikan menerima file atau data worksheet Rekap Pencatatan surat 
tagih 2018 berupa Ms. Excel dan satu folder Surat Tagih PNBP yang 
berisikan data surat tagih berbentuk PDF berdasarkan nomor surat. 
b)   Praktikan mengecek dan memeriksa nomor surat yang ada di 
Worksheet Rekap Pencatatan surat tagih 2018 apakah sudah sesuai 
dengan data yang ada di folder surat tagih. 
c) Data yang dicek adalah nomor surat dan nominal pembayaran. Pada 
pemeriksaan ini terdapat perusahaan Abadi Jaya Indah dengan 




tagihnperihal pemberitahuan kurang bayar iuran tetap pada periode 
2017. Berdasarkan surat tagih tersebut menyatakan bahwa PT. Abadi 
Jaya Indah terdapat kurang bayar pokok iuran tetap periode 2017 dan 
denda s.d 5 Desember 2017 sebesar USD 11.937,33. 
d) Worksheet Rekap Pencatatan surat tagih 2018 pada PT. Abadi Jaya 
Indah sudah sesuai dengan surat tagih PNBP yang berasal dari folder 
surat tagih. Kemudian praktikan melakukan pemeriksaan 
selanjutnya pada nomor surat dengan berbagai perusahaan. 
e) Jika data tidak sesuai dengan surat tagih, praktikan melaporkan 
kesalahan tersebut dengan memberikan tanda merah lalu data 
tersebut diserahkan ke bagian sub akuntansi untuk di proses kembali. 
 
4. Melakukan Jurnal Akun Pendapatan 
Pada kali ini praktikan diberi tugas untuk memberikan kode akun 
pendapatan tetap pada piutang PNBP. Kegunaan kode akun adalah (1) 
untuk mempermudah dalam mengidentifikasi akun-akun dalam buku 
besar; (2) untuk mempermudah pencatatan, pengelompokan, 
penyimpanan, dan pengambilan data akuntansi; (3) mempermudah bagi 
data dalam pemrosesan selanjutnya. Adapun langkah-langkah dalam 
melakukan jurnal akun pendapatan : 
a) Praktikan diberikan data jurnal dalam bentuk Ms. Excel dan 




b) Pada data jurnal terdapat kolom uraian jurnal, debit, kredit, tanggal 
bayar, nama perusahaan dan lain sebagainya. 
c) Pada kali ini praktikan menulis kode akun dengan cara melihat nama 
perusahaan yang sudah tercantum di jurnal dan mencari surat tagih 
berdasarkan nama perusahaan dan jumlah setoran yang sesuai pada 
data jurnal. 
d) Untuk melakukan jurnal adalah dengan melihat nama perusahaan. 
Pada perusahaan Bola Dunia Mandiri tersebut dicari surat tagihnya 
atau bukti penerimaan negara, setelah itu praktikan harus 
memperhatikan total setoran perusahaan itu agar sesuai dengan 
kertas kerja jurnal. Pada kali ini PT. Bola Dunia Mandiri memiliki 
total setoran sebesar Rp. 6.175.894. Pada detail pembayaran tagihan 
terdapat jenis setoran yang berisikan kurang bayar pokok akibat 
hasil pemeriksaan – pendapatan iuran tetap pertambangan mineral 
dan batubara – pendapatan iuran tetap minerba – operasi produksi. 
Lalu pada nomor akun terdapat keterangan 421322 – Pendapatan 
Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Operasi Produksi 
e) Dari data tersebut praktikan dapat mencantumkan kode akun 
tersebut di bagian debit. Pada bagian kredit tertulis kode akun 
115211 sebagai piutang PNBP. 
f) Setelah selesai data tersebut disave lalu menyerahkan pekerjaan 





C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam proses pelaksanaan PKL di Ditjen Minerba, praktikan tidak 
lepas dari kendala-kendala yang menghambat kegiatan PKL sehingga 
menyebabkan praktikan menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan 
pekerjaan. Adapun Kendala-kendala yang dihapadi oleh Praktikan selama 
PKL : 
1. Data yang dihasilkan oleh SIMPONI tidak Standart atau belum 
memadai sehingga mengakibatkan waktu yang lama dalam sebuah 
pekerjaan. 
2. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang berasal dari 
SIMPONI tidak tersusun dengan rapih, sehingga menyulitkan praktikan 
dalam proses pengerjaan atas keterangan data PNBP tersebut. 
3. Terdapat misscomunication antara sub bagian akuntansi dengan BPK 
terhadap kebijakan keuangan yang menyebabkan ada beberapa 
pekerjaan yang tidak harus dikerjakan sehingga pekerjaan utama 
tertunda. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Praktikan harus melakukan pekerjaan tersebut dengan cepat dan teliti 
dalam pengerjaan, Praktikan harus bisa memanajemen waktu dalam 
pengerjaan tersebut. 
2. Praktikan menyusun kembali data atas Penerimaan Negara Bukan 




bulan transaksi dengan melakukan filter agar memudahkan ketika 
mencari data tersebut. 
3.  Sebelum melakukan pekerjaan tersebut praktikan harus mengetahui 









Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 
bulan di Ditjen Minerba, praktikan mendapatkan banyak pengalaman kerja 
dan pelajaran diantaranya mengaplikasikan SIMPONI, melakukan 
rekonsiliasi, dan melakukan jurnal pendapatan. Selain itu praktikan juga 
dituntut untuk bekerja dengan cepat, teliti, dan disiplin. Dari Praktik Kerja 
Lapangan tersebut praktikan mendapatkan hasil pembelajaran sebagai 
berikut : 
1. Praktikan mendapatkan pembelajaran tentang cara mengaplikasikan 
SIMPONI dan kegunaannya dalam akuntansi pemerintahan; 
2. Praktikan mendapatkan pembelajaran terkait prosedur piutang pada 
perusahaan tambang terhadap Ditjen Minerba; 
3. Praktikan dilatih untuk mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, teliti, 
dan bekerja cepat dalam suatu pekerjaan. 
B. Saran 
1. Saran Bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun 






b. Praktikan harus memiliki keterampilan lebih dalam menggunakan 
Software Ms. Excel, karena di dalam pelaksanaan pekerjaan sering 
menggunakan software tersebut; 
c. Praktikan sebaiknya mengurus berkas administrasi dari jauh-jauh hari 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; 
d. Praktikan harus lebih aktif mencari informasi terkait pelaksanaan PKL 
ke fakultas atau bertanya kepada mahasiswa lain yang telah 
melaksanakan PKL mengenai pengalaman dan tantangan yang 
dihadapi; 
 
2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memberikan gambaran awal jauh hari sebelum melakukan kegiatan 
PKL sehingga mahasiswa paham dengan kegiatan yang harus dilakukan 
pada saat PKL; 
b. Diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan 
swasta atau instansi pemerintah agar proses pelaksanaan PKL dapat 
berjalan dengan baik di kemudian hari. 
c. Memberikan waktu pelaksanaan Program PKL yang lebih lama, kurang 
lebih 6 bulan agar ilmu yang didapatkan bisa lebih banyak diterapkan. 
d. Memberikan kemudahan dalam alur pengurusan surat pengajuan untuk 
kegiatan pratik kerja lapangan serta meningkatkan pelayanan akademik 
dalam persiapan  Praktik Kerja Lapangan. 





a. Diharapkan kedepannya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tetap 
dapat menerima mahasiswa UNJ untuk melakukan Praktik Kerja 
Lapangan. 
b. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara diharapkan dapat 
memberikan SOP pekerjaan kepada mahasiswa yang sedang melakukan 
Praktik Kerja Lapangan agar mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja 
sesungguhnya; 
c. Perusahaan dapat memberikan arahan yang jelas terkait bidang 
pekerjaan yang harus dilakukan; 
d. Diharapkan pada Web Ditjen Minerba memberikan sejarah khusus 
berdirinya Perusahaan tersebut sehingga dapat mengetahui lebih tentang 
sejarah berdirinya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi 
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Lampiran 17 : Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
 
